
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : B-193/HM.00.02/K.YO-05/08/2026

TENTANG
PENETAPAN APLIKASI PENERIMAAN ADUAN MASYARAKAT SECARA ONLINE (AdMO)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,
transparan,  akuntabel,  mudah  diakses,  dan  berorientasi  pada
kepuasan  masyarakat,  perlu  menyediakan  sarana  pengelolaan
pengaduan  masyarakat  secara  elektronik  melalui  Aplikasi
Penerimaan Aduan Masyarakat Secara Online (AdMO) di lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik,  penyelenggara  pelayanan  publik  berkewajiban
menyediakan sarana pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai
bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik;

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan
di  Lingkungan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  setiap  satuan
kerja  wajib  menyediakan  mekanisme pelayanan  dan  pengelolaan
pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kota  Yogyakarta  tentang
Penetapan Aplikasi Penerimaan Aduan Masyarakat Secara Online
(AdMO) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor  54,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2010  Nomor  99,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2012  Nomor  215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretariat  Jenderal  Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum  Provinsi,  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
411);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan
Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan
Informasi  Publik  badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan  Badan  Pengawas
Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota   (Berita   Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA

YOGYAKARTA  TENTANG  PENETAPAN  APLIKASI  PENERIMAAN

ADUAN  MASYARAKAT  SECARA  ONLINE  (AdMO)  BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU
: Menetapkan Aplikasi  Penerimaan Aduan Masyarakat Secara Online

(AdMO) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui

laman https://linktr.ee/AdMOBawasluKotaYk

 KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan oleh

Unit  Kerja di  lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta dan masyarakat

Kota Yogyakarta.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal: 6 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,

${ttd}

Andie Kartala

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta;
2. Pertinggal.
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